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ABSTRAK

Wakaf merupakan investass amal yang bernilai tinggi tanpa
memperhitungkan keuntungan materi bagi yang mewakafkan. Salah satu yang
menjadi sasaran wakaf adalah peranannya dalam pemerataan kesgjahteraan di
kalangan umat. Namun wakaf yang segjatinya demikian mempunyai kedudukan
tinggi dan penting karena perannya yang mampu memberikan kontribusi
signifikan tersebut, dalam prakteknya, hingga detik ini masih menyimpan
problematika/berbagai persoalan di lapangan. Penyusun menemukan adanya
persoalan perwakafan di wilayah kecamatan Kemranjen, kabupaten Banyumas
yakni di Yayasan POMESMAWI dan Y ayasan al-Huda, dua buah pesantren yang
mempunyai sgjumlah tanah wakaf. Permasalahan yang dihadapi oleh Yayasan
POMESMAWI yang mempunyai jumlah tanah wakaf -/+ 7 Hektar, di samping
masalah sertifikasi, masih adanya tanah-tanah wakaf yang berupa lahan-lahan
tanah yang sempit dan terpencar-pencar belum dikelola secara maksimal dan
diorientaskan kepada pemberdayaan harta wakaf produktif. Permasalahan
berikutnya adalah sempat terjadi munculnya sikap ahli waris wakif yang menarik
kembali tanah wakaf yang telah diwakafkan, protes ahli waris wakif terhadap
tanah yang telah diwakafkan wakif dengan nada ingin memiliki tanah tersebut
kembali. Adapun permasalahan wakaf yang terjadi di Yayasan a-Huda adalah
kondis perwakafan yang bisa dikatakan tidak berkembang, dan belum ada unit
khusus dalam yayasan tersebut yang mengelola harta wakaf yang ada. Hal
tersebut dapat dilihat dari aset tanah wakaf yang dimiliki oleh Yayasan al-Huda
yang -/+ 7000m?, yang masih belum dikelola secara maksima dengan
pengelolaan yang lebih produktif. Hal yang cukup menarik adalah permasalahan
wakaf pada dua yayasan ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin yang
mempunyai wawasan ilmu agama/hukum Islam cukup tinggi, kedua Y ayasan
tersebut merupakan yayasan pendidikan Islam yang mempunyai basic pesantren
dan mempunyai SDM (Sumber Daya Manusia) yang mempunyai kapasitas
pemahaman ilmu agama/hukum Islam cukup memadai. Kondis tersebut dalam
idealitasnya seharusnya mampu mencipta suasana yang cukup kondusif untuk
terlaksananya praktek perwakafan secara baik. Akan tetapi dalam readlitasnya,
hingga saat ini belum demikian. Ada kesenjangan antara dassolen, yang
seharusnya dengan dassein, yang senyatanya di lapangan, ada problem akademik
yang menjadikan penyusun merasa perlu dan tertarik untuk menelitinya.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), bersifat
kualitatif, deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan normatif dan yuridis. Dalam metode pengumpulan data
penyusun menggunakan tiga metode yakni wawancara/interview, dokumentas,
dan observasi. Data yang diperoleh dianadlisis secara kualitatif dengan
menggunakan cara berfikir metode induksi, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau
peristiwa-peristiwa khusus, digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan
yang bersifat umum. Disamping metode Induksi juga digunakan metode deduksi,
yaitu menganalisa data berdasarkan pernyataan atau kesimpulan yang bersifat
umum digunakan untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.



Hasil dari penelitian ini adalah bahwa problem perwakafan dalam yayasan
POMESMAWI, ada dua macam, yaitu: pertama, problem pengembangan dan
pemberdayaan,yaitu adanya potensi dan peluang pengembangan perwakafan yang
begitu besar, namun belum dimanfaatkan sunguh-sungguh. Kedua problem yang
terkait dengan masalah hukum, yaitu adanya perbedasan pendapat antara
pengurus yayasan POMESMAWI dan pengurus unit wakafnya di satu pihak
dengan sebagian wakif dipihak lain, yaitu tentang konsep wakaf, dalam hal ini
boleh tidaknya tanah wakaf di jual, atau ditukar gulingkan dalam rangka
meningkatkan manfaat. Hal itu ternyata menghambat pengembangan perwakafan
dalam yayasan tersebut. Adapun upaya/usaha pengurus yayasan POMESMAWI
dalam rangka mendapatkan solusi atas problem tersebut adalah masih minim.
Belum ada penanganan yang memadai. Usaha penambahan wakaf masih Iebih
banyak bersifat menunggu dan kurang proaktif. Misanya mengadakan
musyawarah atau duduk bersama antara pihak pengurus Y ayasan POMESMAWI
dengan pihak para wakif atau ahli waris mereka. Padahal peluang itu selalu
terbuka. Adapun problem perwakafan dalam Yayasan a-Huda adalah cukup
banyaknya tanah wakaf yang dipergunakan sebagai lembaga pendidikan (tanah
yang diatasnya berdiri Pondok Pesantren) yang belum diwakafkan (statusnya
bukan sebagai tanah wakaf tetapi tanah milik keluarga). Hal tersebut adalah
menyimpan potensi konflik. Adapun problem yang bersifat hukum dalam yayasan
al-Huda tidak ada sampai penelitian ini dilakukan. Tentang usaha antisipasi yang
dilakukan pengurus yayasan ini terhadap berbagai kemungkinan buruk berkenaan
dengan banyaknya tanah-tanah yang dipergunakan bagi kepentingan (asrama dan
pondok pesantren) yang belum diwakafkan, pada kenyataannya belum ada yang
signifikan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Tranditeras kata-kata Arab yang dipakai dalam penelitian skripsi ini
berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988
Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I.  Konsonan Tunggal

Huruf
Nama Huruf Latin Nama
Arab
‘ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba B Be
= tal T Te
= Sa S es (dengan titik di atas)
dl Jm J Je
C H H Ha (dengan titik di bawah)
i kha Kh kadan ha
> Da D De
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Zd Z ze (dengan titik di atas)
ra R er
Zai V4 zet
Sin S es
Syin Sy esdanye
Sad S es (dengan titik di bawah)
Dad D de (dengan titik di bawah)
tal T te (dengan titik di bawah)
za Z zet (dengan titik di bawah)
‘an | Lt komaterbalik di atas
Gain G ge
fa F ef
Qaf Q ql
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. Kaf K Ka

d Lam L ‘o

f Mim M ‘em
¢ Nun N ‘en

J Waw W W

? ha H Ha

g Hamzah ‘ Apostrof
¢ ya Y Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap
ke Ditulis muta’addidah
e Ditulis ‘iddah
III. Ta’ Marbdtah di akhir kata

a biladimatikan tulish
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Ditulis

hikmah

Ditulis

jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya)

b. bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulisdengan h

sl ¥ Gl S

Ditulis

Karamah al-auliya’

c. bila ta’ marbdtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan

dammah ditulist

kil asy

Ditulis Zakat al-fitri
IV. Vokal Pendek
-— Ditulis A
-— Ditulis I
-— Ditulis U
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V. Vokal Panjang

Fathah + alif o _
Ditulis A
1. .
FAVAES ditulis Jahiliyyah
Fathah + ya' mati - x
Ditulis A
2.
e ditulis Tansa
Kasrah + ya’ mati . T
Ditulis I
3.
=S ditulis Karim
Dammah + wawu mati o _
Ditulis U
4. L
oPIS ditulis furad
VI. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati o .
Ditulis Al
1. .
e ditulis bainakum
Fathah + wawu mati o
Ditulis Au
2. Ja
¥ ditulis gaul
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VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
o5l Ditulis a’antum
el Ditulis uiddat
£ S o Ditulis la’in syakartum

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a.  Biladiikuti huruf Qamariyyah

of

Ditulis

al-Qur’an

ool

Ditulis

al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)nya

Lo |

Ditulis

as-Sama’

et

Ditulis

asy-Syams
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IX. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

o234 593 Ditulis Zawi al-furad

Aodl Jo! Ditulis Ahl as-Sunnah
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1. Bapak Rektor UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Amin
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Semoga amal baik mereka semua mendapat balasan yang setimpal dan
di catat di sisi Allah SWT. Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat dan dapat

menjadi sumbangan dalam khazanah keilmuan, amien.

Y ogyakarta, 12 Agustus 2010
Penyusun
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MOTTO

{Qs. Al-Bagarah (2) : 261}

Perumpamaan orang yang menginfakRan hartanya di jalan Allah,
seperti sebutir biji yang menumbuhRan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji.
Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki,
dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Wakaf sebagai sebuah institusi keagamaan, di samping berfungsi
‘ubudiyah juga berfungsi sosial. Dalam fungsi sebagai ibadah wakaf menjadi
bekal kehidupan wakif (orang yang berwakaf) di hari kemudian. Sedangkan
dalam fungsi sosial wakaf merupakan aset yang sangat bernilai, dan
merupakan  investasi pembangunan yang bernilai  tinggi tanpa
memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi yang
mewakafkan.'

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan
bahwa:”

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan / atau

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan

umum menurut syari’ah.”

Lembaga wakaf adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial
dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwa
harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Harta bukanlah

hanya untuk dinikmati sendiri, melainkan harus dinikmati bersama. Bukan

berarti Islam melarang orang untuk menjadi kaya raya, melainkan suatu

' Yayasan al-Hikmah & Direktorat Badan Peradilan Agama Islam, Yurisprudensi
(Peradilan Agama) dan Analisa, (Jakarta: DEPAG RI, 1995), him.733.

? Pasal 1, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.



peringatan kepada umat manusia bahwa Islam mengajarkan fungsi sosial
harta.” Wakaf sejatinya mempunyai kedudukan sangat penting karena mampu
memberikan manfa’at yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan umat
apabila betul-betul optimal dalam pengelolaan, pengembangan dan
pemberdayaannya.’

Praktek wakaf telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum

datangnya Islam, meskipun pada waktu itu istilah yang digunakan belum

’ Juhaya S. Praja, Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan

Perkembangannya, cet. Ke-1, (Bandung: Yayasan Tiara, 1995), him. 1.

* Jika kita menelusuri perjalanan sejarah perkembangan wakaf, sampai di beberapa daerah
kawasan dan negara, masalah wakaf baik yang berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak
benar-benar telah menjadi jaringan layanan kesejahteraan dan derma bagi penduduk muslim
(seperti sekolah, panti asuhan yatim-piatu, dapur umum dan lainnya). Wakaf juga telah menjadi
sumber pembiayaan terhadap pemeliharaan dan pengelolaan masjid-masjid, makam-makam
terkenal, pembangunan jembatan-jembatan dan masih banyak lainnya, sehingga persoalannyapun
tidak lagi sederhana, untuk mengurusnya didirikanlah birokrasi-birokrasi besar yang berpengaruh
seperti dapat kita saksikan di Mesir, Saudi Arabia, Pakistan dan beberapa negara lainnya. Lebih
jauh, institusi wakaf telah memainkan peran sosial, ekonomi dan politik tertentu dalam
masyarakat, hal tersebut membuat sistem wakaf menjadi semakin penting. Lihat Anwar Abbas,
dalam makalah berjudul “Pengertian Dasar Hukum dan Sekilas Sejarah Perkembangan Wakaf
pada Masa Klasik”,disampaikan dalam acara seminar International & Workshop Ekonomi Islam,
Jakarta: UHAMKA bekerjasama dengan dengan Komisi Ekonomi MUI Pusat, tanggal 20-22 April
2007. Beberapa negara muslim sangat memberikan perhatian khusus terhadap praktek wakaf, Arab
Saudi membentuk departemen tersendiri yang resmi mengurusi bidang perwakafan, dan Mesir
memasukan depatemen kementrian perwakafan dalam struktur pemerintahannya. Pada masa
dinasti Umayyah dan Abasiyah wakaf telah terpraktekan secara luas, pada waktu itu telah banyak
orang berduyun-duyun melaksanakan wakaf yang pemberdayaannya tidak hanya sebatas untuk
tempat-tempat ibadah dan orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk
membangun lembaga pendidikan, perpustakaan dan membayar stafnya, gaji para guru dan
beasisiwa untuk para siswa dan mahasiswanya. Antosiasme masyarakat terhadap pelaksanaan
wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk
membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat. Masa keemasan dan kejayaan pelaksanaan
wakaf terjadi pada abad ke 8-9 H. Pada masa tersebut wakaf meliputi berbagai benda berupa:
masjid, sekolah, tanah pertanian, rumah, toko, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung serba
guna, gudang beras, pabrik sabun, pabrik penetasan telur dan lain-lain. Dalam ajaran Islam
lembaga wakaf merupakan sektor voluntary (tidak wajib/ghairu mafruda/) yang telah menjadi
alternatif dalam mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan sosial, Lihat
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Pedoman
Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, (Jakarta: Deparertemen Agama R.I, 2006), hlm. 13, 18-
19. Meskipun bila kita meninjau kondisi perwakafan saat ini, khususnya di Indonesia, masih
banyak yang belum teroptimalkan, memang sudah ada sebagian benda-benda wakaf yang cukup
terkelola secara optimal akan tetapi dibandingkan dengan yang belum teroptimalkan, masih jauh
lebih banyak yang belum teroptimalkan.



dinamakan wakaf.’ Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah
SAW, disyari’atkan setelah nabi hijrah ke Madinah. Di kalangan ulama
hukum Islam ada dua pendapat yang berkembang tentang siapa yang pertama
kali melaksanakan syari’at wakaf.® Sebagian ulama mengatakan bahwa yang
pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, yaitu wakaf tanah
milik beliau sendiri untuk membangun masjid.” Rasulullah SAW juga pernah
mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, diantaranya ialah kebun A’raf,

Safiyah, Dalal, Barqah, dan kebun lainnya.®

®> Muhammad Abu Zahrah, Muhadarat fi al-Wagf. (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971),
him. 5. Di Irak zaman dahulu ditemukan, praktek semacam wakaf yakni pendayagunaan harta
benda yang hampir menyerupai wakaf. Telah berlangsung di mana para tuan tanah memberikan
hak kepada para pekerja untuk mengola lahan garapan sebagai bentuk investasi. Dalam hal ini
pengelola tanah diperbolehkan menggarap tanah yang telah disediakan oleh pemiliknya tanpa ada
hak untuk memiliki lahan yang digarapnya. Selanjutnmya Undang-undang yang ada di daerah
tersebut memperbolehkan penggarap memindahkan hak tanah tersebut kepada ahli warisnya secara
turun-temurun dengan beberapa syarat tertentu. Hal senada juga ditemukan di kalangan Mesir
kuno dan Romawi, misalkan Barang yang mereka wakafkan dialokasikan untuk kepentingan para
dewa dan sesembahan, tempat-tempat peribadatan dan pekuburan. Mereka mengelola benda
wakaf tersebut untuk memperbaiki kuil-kuil dan untuk kepentingan syi’ar agama dan
kepercayaannya. Bahkan merecka menjadikan benda wakaf itu sebagai sedekah kepada para
pendeta dan ahli ilmu batin. Hal itu semua mereka lakukan tidak lain karena didasari oleh adanya
keyakinan bahwa hal itu merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Lihat
Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan
Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf,
Terj. Ahrul Sani Fathurrahman at.al., (Jakarta: IMAN, 2003), hlm.15.

% Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf,
Pedoman Perngelolaan dan Pengembangan Wakaf, (Jakarta: Deparertemen Agama R.I, 2006),
hlm. 11.

7 Pendapat ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn Syabah dari
Amr ibn Sa’ad ibn Mu’az, berkata:

O Leall JUib DL 8 s sl oo WLu i B Slaa cplans 0l jee (e 40 0l e 00 95
b e Al s Al Jpasy Baa 5 LtV Q5 jec daia

Lihat Asy-Syaukani, Nailul Autar, Mesir: Musthafa Baby al-Halaby, tt, hlm.129.

¥ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf,
Figh Wakaf, (Jakarta: Deparertemen Agama R.I, 2006), hlm. 4.



Adapun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa yang pertama
kali melaksanakan syari’at wakaf adalah ‘Umar Ibn Khattab.” Wakaf
disyari’atkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW kepada ‘Umar Ibn
Khattab. ‘Umar adalah orang yang pertama kali mewakafkan tanahnya di
Khaibar, yang kemudian tercatat sebagai tindakan wakaf dalam sejarah
Islam."

Salah satu yang menjadi sasaran wakaf adalah peranannya dalam
pemerataan kesejahteraan di kalangan umat dan penaggulangan kemiskinan."'
Juga berfungsi mewujudkan potensi ekonomis harta benda wakaf untuk

kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.'

? Pendapat ini didasarkan kepada kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar ra:

A Jp b 18 L o e by i adle A Ja i) (31 juds Ll bal 1 JB ee ol oo
by el il i e Lo onmi 016 5 S5 £l Y A e Ly § s U 6 L o
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Lihat Imam Muslim, Sahih Muslim (Beirut: Dar al-Fikr,1972), XI: 157, “Kitab al-Wasiyah”, Bab
al-Wakf, diriwayatkam dari Yahya at-Tamimi, diriwayatkan dari Salim ibn Ahdar dan Ibnu ‘Aun
dari Ibn “‘Umar.

' Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, cet. Ke-6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2003), hlm. 483. Keterangan senada juga dipaparkan dalam sumber lain, syari’at wakaf
yang telah dilakukan oleh ‘Umar Ibn Khattab di susul oleh Abu Talhah yang mewakafkan kebun
kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya di susul oleh sahabat Nabi SAW yang lain seperti
Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukan kepada anak
keturunannya yang datang ke Makah. ‘Usman mewakafkan tanahnya di KHaibar. Ali ibn Abi
Talib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’az ibn Jabal mewakafkan rumahnya yang popular
dengan sebutan “Dar al-Ansar”. Kemudian pelaksanaan wakaf di susul oleh Anas ibn Malik,
‘Abdullah ibn ‘Umar, zubair ibn Awwam dan ‘Aisyah isteri Rasulullah SAW. Lihat Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Figh Wakaf, (Jakarta:
Deparertemen Agama R.I, 2006), hlm. 5-6.

' Satria Effendi M. Zein, “Saksi dan Ikrar dalam Wakaf”, dalam Problematika Hukum
Keluarga Islam Kontemporer, cet ke-1, (Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Jakarta dan
Balitbang DEPAG RI, 2004), him. 409.

21 ihat Pasal 5 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.



Namun wakaf yang sejatinya demikian mempunyai kedudukan tinggi dan
penting karena perannya yang mampu memberikan kontribusi signifikan
tersebut, dalam prakteknya, hingga detik ini masih menyimpan problematika /
berbagai persoalan. Fenomena ini bukan hanya muncul dalam masyarakat
Islam di Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara lain dalam berbagai
periode sejarah umat Islam."® Di masyarakat memang masih banyak persoalan
perwakafan yang belum terselesaikan. Dalam penelitian ini penyusun
melakukan observasi lapangan terkait seputar problem perwakafan di wilayah
kecamatan Kemranjen, kabupaten Banyumas .

Penyusun menemukan adanya persoalan perwakafan di wilayah
kecamatan Kemranjen, kabupaten Banyumas. Dalam hal ini dua yayasan
pendidikan Islam yang mempunyai sejumlah tanah wakaf, yakni Yayasan
POMESMAWI (Pondok, Masjid dan Madrasah Wathoniyah Islamiyah)'* dan
Yayasan al-Huda."’ Kedua yayasan ini merupakan dua yayasan pendidikan
Islam dengan basic pesantren. Keduanya berada di lingkungan Pondok
pesantren, dan merupakan bagian dari pondok pesantren tersebut, terletak di

wilayah kecamatan Kemranjen kabupaten Banyumas Jawa Tengah.

1¥ Satria Effendi M. Zein, “Saksi dan Ikrar dalam..., hlm. 410.

' Yayasan POMESMAWI (Pondok, Masjid dan Madrasah Wathoniyah Islamiyah),
merupakan sebuah yayasan pendidikan Islam yang antara lain mengelola tiga unit lembaga yakni
Masjid, Pondok Pesantren dan Madrasah Wathaniyah Islamiyah (MWI), ketiganya tergabung
menjadi sebuah lembaga pendidikan Islam yang besifat pesantren, terletak di desa Kebarongan
kecamatan Kemranjen kabupaten Banyumas Jawa Tengah.

'S Yayasan Al-Huda merupakan sebuah yayasan pendidikan Islam yang mengelola tujuh
lembaga pendidikan formal yakni TK, MI, MTs, SMP, MA, SMK dan SMA. Yayasan Al-Huda ini
berdiri dan berada di lingkungan Pondok Pesantren Raudlotut Tholibin, Raudlotul Qur’an, dan
Darul ‘Ulum yang terletak di desa Sirau Kecamatan Kemranjen kabupaten Banyumas Jawa
Tengah.



Permasalahan yang dihadapi oleh Yayasan POMESMAWI yang
mempunyai jumlah tanah wakaf -/+ 7 Hektar, di samping masalah sertifikasi,
masih adanya tanah-tanah wakaf berupa lahan tanah sempit dan terpencar-
pencar yang belum dikelola secara maksimal dan diorientasikan kepada
pemberdayaan harta wakaf produktif. Permasalahan berikutnya adalah masih
munculnya sikap ahli waris wakif yang menarik kembali tanah wakaf yang
telah diwakafkan oleh wakif, protes ahli waris wakif terhadap tanah yang telah
diwakafkan wakif dengan maksud ingin memiliki tanah tersebut kembali.

Adapun permasalahan perwakafan yang terjadi di Yayasan al-Huda
adalah kondisi perwakafan yang kurang berkembang. Hal yang cukup menarik
adalah permasalahan wakaf ini terjadi di tengah-tengah umat Islam yang
mempunyai tingkat wawasan ilmu agama/hukum Islam yang cukup tinggi.
Berdasarkan profil Yayasan POMESMAWI dan Yayasan al-Huda, keduanya
merupakan yayasan pendidikan Islam yang mempunyai basic pesantren dan
mempunyai SDM (Sumber Daya Manusia) yang mempunyai kapasitas
pemahaman ilmu agama/hukum Islam cukup mumpuni.'® Kondisi tersebut
dalam idealnya mampu menciptakan suasana yang cukup kondusif untuk
terlaksananya praktek perwakafan secara baik. Tetapi dalam realitasnya,

hingga saat ini kondisi ideal tersebut belum terlaksana. Ada kesenjangan

16 pp.MwI (Pondok Pesantren Madrasah Wataniyah Islamiyah) merupakan lembaga

pendidikan Islam yang tidak mengatas namakan dirinya berdiri diatas golongan Islam tertentu (NU
dan Muhammadiyah), akan tetapi lebih memperkenalkan diri sebagai lembaga pendidikan Islam
yang netral. Terdapat sarjana agama cukup banyak, diantaranya sarjana Syari’ah, Ushuluddin,
lulusan Timut Tengah dan sarjana agama lainnya. Ada alumni lumni S2 dan S3. Mereka adalah
menjadi bagian dari SDM yang ada, beberapa di antara mereka adalah tokoh yang dituakan/
sebagai kyai. Adapun PP-Raudlotut Thalibin, PP-Raudlatul Qur’an dan PP Darul ‘Ulum adalah
Pondok Pesantren NU.



antara das solen, yang scharusnya dengan das sein, yang senyatanya di

lapangan, ada problem lapangan yang menjadikan penyusun merasa perlu dan

tertarik untuk menelitinya.

. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, melahirkan problem question

yang tertuang dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1.

Bagaimanakah problem perwakafan di Yayasan POMESMAWI dan di
Yayasan al-Huda?
Upaya apakah yang telah dilakukan oleh Yayasan POMESMAWI dan

Yayasan al-Huda dalam mengatasi problem perwakafan?

. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan:

1.

Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana problem perwakafan di Yayasan
POMESMAWI dan di Yayasan al-Huda.

Untuk memperoleh gambaran lebih jelas upaya apa yang telah dilakukan
dalam mengatasi problem perwakafan, dan memberi analisa serta alternatif

pemecahan atasnya.

Kegunaan:

l.

Memberikan manfaat bagi penulis dalam memperluas wawasan dan kajian
keilmuan bidang hukum Islam, khususnya kajian tentang perwakafan.
Memberikan gambaran secara jelas di antara realitas problem perwakafan

yang ada di lapangan. Dan memberikan sumbangan pemikiran serta



masukan sebagai alternatif langkah yang bisa ditempuh selanjutnya,
khususnya bagi Yayasan POMESMAWI dan Yayasan al-Huda.

3. Diharapkan penelitian ini turut memberikan sumbangan akademik dalam
khazanah pemikiran hukum Islam, khususnya dalam kajian hukum dan

praktek perwakafan di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Disertasi dengan judul “Peranan Wakaf dalam Mewujudkan
Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)”,
kajian tentang wakaf dalam bentuk penelitian lapangan telah dilakukan oleh
Uswatun Hasanah, meneliti tentang pengelolaan wakaf di Jakarta Selatan.'’
Seperti pada daerah lain, di Jakarta Selatan juga cukup banyak terdapat tanah
wakaf, yang mempunyai permasalahan perwakafan cukup banyak. Penelitian
ini mencoba meneliti bagaimana pengelolaan wakaf dilakukan, apakah sudah
berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejateraan umat dan
mencerdaskan bangsa atau belum. Untuk menjawab permasalahan pokok,
kemudian dikaji hal-hal yang erat kaitannya dengan permasalahan tersebut.'®
Penelitian ini jelas berbeda dengan kajian yang penyusun teliti, penyusun
mencoba meneliti sisi problem perwakafan yang terjadi di lapangan dengan

cakupan wilayah yang berbeda.

'7 Uswatun Hasanah, “Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi
Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)”, Disertasi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,
1997).

8 Ibid, 23.



Tesis yang di tulis oleh Sugeng Riyadi, Pemberdayaan Wakaf Tunai
Nahdhatul Ulama (Studi pada Badan Pengelola Wakaf Tunai PWNU)"
merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif eksploratif dengan
menggunakan pendekatan fenomenologi (hukum Islam, hukum Indonesia, dan
manejemen). Pendekatan fenomenologi digunakan karena penelitian ini
bermaksud memahami fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Dari
analisa yang dilakukan, membuktikan bahwa pemberdayaan wakaf tunai akan
terselenggara secara holistik dan progresif bila didukung oleh sinergi
memejemen yang solid dan respektif.?® Fariabel yang diteliti dalam tesis ini
jelas berbeda dengan penelitian penyusun.

Tesis berjudul “Eklektsistas Hukum Islam (Refleksi Buku Ke Il
Tentang Perwakafan dalam KHI di Indonesia)” %' dan Tesis berjudul “Sisi-sisi
Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia (Studi Analisis UU No. 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf)***. Adapun tesis berjudul “Eklektsistas Hukum
Islam (Refleksi Buku Ke Il Tentang Perwakafan dalam KHI di Indonesia)
merupakan tesis yang mengkaji materi buku ke-IIl (Perwakafan) KHI
(Kompilasi Hukum Islam), yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun

1991. Pengamatan terhadap materi KHI ini dilakukan dengan cara penelitian

' Sugeng Riyadi, “Pemberdayaan Wakaf Tunai Nahdhatul Ulama (Studi pada badan
Pengelola Wakaf Tunai PWNU”, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

20 |bid, him. vi.

2! Israqun Najah, “Eklektsistas Hukum Islam (Refleksi Buku Ke 11l Tentang Perwakafan
dalam KHI di Indonesia)”, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001).

22 Musthafa, “Sisi-sisi Pembaharuan Hukum Perwakafan di Indonesia (Studi Analisis UU
No. 41 Th. 2004 Tentang Wakaf)”, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).
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library research terhadap buku ke-III tentang perwakafan tersebut. Deskripsi
dan analisanya menyimpulkan bahwa sumber primer rumusan materi Buku ke-
IIT ini adalah pendapat Imam dan pengikut Syafi’i, meskipun ada beberapa
rumusan yang disandarkan kepada pendapat dan pengikut mazhab lain, serta
berupa rumusan yang bersifat administratif, dan itu merupakan hasil
konsensus tim perumus KHI sendiri”® Adapun tesis berjudul “Sisi-sisi
Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia (Studi Analisis UU No. 41 Th
2004 Tentang Wakaf)”, merupakan tesis yang meneliti Undang-undang No. 41
tahun 2004 Tentang Wakaf. Adanya pembaruan hukum dengan pergeseran
pemahaman atau penambahan dalam peraturan tentang wakaf tersebut
menujukan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berbeda
dengan peraturan sebelumnya, bahkan dengan pendapat suatu mazhab yang
menjadi pendapat mayoritas umat Islam di Indonesia. Oleh karena hal tersebut
diperlukan kajian yang cukup luas untuk melacak hubungan pembaruan
hukum perwakafan dalam Undang-undang tersebut dengan khazanah hukum
Islam (figh) klasik, dengan menitik beratkan pada pembaruan-pembaruan yang
ada dalam Undang-undang tersebut dan metodisasinya.”* Dua Model
penelitian tersebut merupakan library research, berbeda dengan penelitian
penyusun yang merupakan field research / penelitian lapangan yang mencoba
meneliti seputar problematika perwakafan pada dua lembaga pendidikan Islam

di wilayah kecamatan Kemranjen kabupaten Banyumas.

% Israqun Najah, “Eklektsistas Hukum Islam..., hlm. vii.

2 1bid, hlm. 9.
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Adapun buku yang membahas tentang wakaf dalam konteks ke
Indonesiaan, pertama Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan
Praktek karya Adijani al-Alajib®”, diantara sub kajiannya adalah
mendeskripsikan  praktek perwakafan tanah yang dilakukan oleh
Muhammadiyah, khususnya perwakafan tanah Muhammadiyah di Kalimantan
Selatan. Kajian yang dilakukan bersifat memberikan data dan informasi saja.
Kedua, buku berjudul Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum
dan Perkembangannya karya Juhaya S. Praja’®, mengkaji aspek-aspek yang
ada dalam kajian konsep perwakafan secara sederhana tapi cukup menyeluruh.
Kemudian mengerucut pada pembahasan lembaga perwakafan di Indonesia
hingga pada aspek yuridis yang berlaku pada masa itu, dalam hal ini Peraturan
Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Meski sama
dalam segi konteks ke-Indonesiaan akan tetapi jelas sangat berbeda dalam hal
fokus kajian dengan penelitian penyusun.

Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis
Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah yang di tulis oleh Satria Effendi
M. Zein®*’ dan Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif untuk

Kesejahteraan Umat yang di tulis oleh Achmad Djunaidi dan Thobieb al-

** Adijani al-Alajib, Perwakafan tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek, cet. ke-4,
(Jaskarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

% Juhaya S, Praja, Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan
Perkembangannya, cet. ke-1, (Bandung: Yayasan Tiara, 1995).

%7 SQatria Effendi M. Zein, “Saksi dan Ikrar dalam Wakaf® dalam Problematika Hukum
Keluarga Islam Kontemporer, cet. ke-1, Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Jakarta dan
Balitbang DEPAG RI, 2004.
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Asyhar”®, merupakan dua buah buku yang di antara sub kajiannya membahas
tentang problematika perwakafan di Indonesia. Buku Problematika Hukum
Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan
Ushuliyah, merupakan kompilasi dari Analisis penulisnya (Satria Effendi M.
Zein) terhadap sebagian perkara Hukum Keluarga yang masuk ke Pengadilan
Agama, dalam hal ini persoalan tentang wakaf. Adapun buku Menuju Era
Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat,
mendeskripsikan kondisi problematika pengelolaan wakaf di Indonesia, dan
sifatnya hanya deskripsi dan pemaparan realitas di lapangan saja, seperti
dijelaskan tentang kebekuan pemikiran umat Islam terhadap wakaf, nazhir
wakaf tradisional-konsumtif, masih lemahnya political will pemegang otoritas
wakaf itu sendiri, juga pengaruh kondisi krisis ekonomi-politik dalam negeri.
Meski sama-sama membahas problematika wakaf akan tetapi jelas berbeda
dengan penelitian penyusun, yang mencoba observasi dan meneliti langsung

praktek perwakafan yang ada dilapangan.

E. Kerangka Teoritik
Pembahasan tesis ini mengembangkan pendekatan normatif dan
yuridis. Kerangka teori yang penulis maksud di sini ialah “kerangka” atau
garis besar dari teori yang hendak penulis kemukakan dalam Bab II nanti.
Bab II merupakan bab teori yang berisi landasan, baik berupa ayat-ayat al-

Quran, al-Hadits dan atau pendapat-pendapat para ulama dan para pakar

* Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya
Progresif untuk Kesejahteraan Umat, cet ke-3, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006).
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hukum Islam untuk menyoroti tema tesis penelitian ini. Adakah kesenjangan
antara dassolen, yang seharusnya secara teoritis dengan dassein, kenyataan
yang ada di lapangan. Hingga dapat dihasilkan analisis, evaluasi, saran dan
kritik yang konstruktif. Sedangkan kerangka teori yang penulis maksud adalah
garis besar atau kerangkanya. Tema penelitian yang hendak disoroti yaitu:
“Problem Perwakafan di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas (Studi
Kasus di Yayasan POMESMAWI dan Yayasan al-Huda)”. Penulis berasumsi
kerangka teori yang diperlukan guna menyoroti tema tersebut di atas,
mencakup dua hal: 1. Perwakafan dalam Islam, 2. Perwakafan dalam
Perspektif Hukum di Indonesia. Jadi, kerangka teori dalam Bab Pendahuluan
ini akan diuraikan lebih detail pada Bab II yang merupakan bab teoritis. Yakni
sebagai landasan teori. Maka tidak terjadi over lapping antara Kerangka Teori
dalam Bab Pendahuluan ini dengan teori atau landasan teori dalam Bab II
nanti.

Uraian “Perwakafan dalam Islam” dalam kerangka teori ini, maksudnya
adalah bagaimana wakaf dalam perspektif hukum Islam, baik berdasarkan al-
Quran, al-Hadis maupun pendapat para ulama. Selanjutnya dalam Bab II
dijabarkan di bawah sub bab: Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun
dan Syarat Wakaf, dan dalam sub bab Perubahan Terhadap Benda Wakaf..
Adapun uraian tentang “Perwakafan dalam Perspektif Hukum di Indonesia”
(dalam kerangka teori ini) hendak dijabarkan dalam Bab II nanti di bawah sub
bab: Sejarah Perwakafan, Perkembangan Wakaf di Indonesia, dan Wakaf

dalam Sistem Perundang-undangan.
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research),
artinya penelitian ini bertujuan mendeskripsikan apa yang ditemui di
lapangan, kemudian berusaha mendeskripsikan realitas tersebut dan
berusaha memberikan sumbangan pemikiran sebagai paling tidak alternatif
solusi masalah yang terjadi. Dalam hal ini problem perwakafan yang

terjadi di lingkungan Yayasan POMESMAWI dan Yayasan al-Huda.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat kualitatif, deskriptif analitis. Menurut Lexi J.
Moleong metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan perilaku yang diamati.”® Penelitian kualitatif merupakan
penelitian yang memberikan perhatian terhadap data alamiyah, data dalam
hubungannya dengan konteks keberadaannya, misalnya kalimat hasil
wawancara antara peneliti dengan informan.”® Atau menurut S. Nasution,
penelitian bersifat kualitatif pada intinya berusaha mendeskripsikan
permasalahan secara komprehensif dan mendalam melalui kegiatan

mengamati orang lain dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan

¥ Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2000) hlm. 3.

30 Nyoman Kuta Ratna, Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra, dari Struktural
Hingga Postruktural, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 46-47.
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mereka tentang dunia sekitarnya.’’ Adapun yang dimaksud bersifat
deskriptif analitis di sini adalah memberikan gambaran permasalahan
dengan apa adanya dan terperinci kemudian diadakan analisis.*
3. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif dan yuridis. Pendekatan normatif di sini digunakan untuk
mengkaji berbagai ketentuan hukum tentang wakaf dengan mendasarkan
kepada teks-teks al-Qur’an, al-Hadis dan pendapat para ahli hukum Islam.
Adapun pendekatan yuridis di sini digunakan untuk mengkaji
tentang ketentuan dan pemberlakuan hukum wakaf sebagaimana peraturan
hukum perwakafan yang berlaku di Indonesia. Dengan mencoba memotret
realitas perwakafan di lapangan, dalam hal ini problem perwakafan yang
ada di Yayasan POMESMAWI dan Yayasan al-Huda Kemranjen
Banyumas.
4. Pengumpulan Data
Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan tiga

metode yakni wawancara / interview, dokumentasi, dan observasi.

3! S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1988), hal.

32 Referensi lain menyebutkan, secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang
bermaksud untuk membuat pencandraan / deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-
kejadian, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat pencandraaan / deskripsi
tersebut secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau
daerah tertentu. Lihat Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, cet ke-4, (Jakarta: CV. Rajawali
, 1988), hlm. 19. Adapun yang dimaksud analisis adalah jalan yang digunakan untuk mendapatkan
ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap objek yang diteliti dengan
jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar
memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: Raja
Grafindo Persada: 1996), him. 47-59.
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1. Wawancara / Interview
Wawancara adalah cara memperoleh data dengan jalan tanya
jawab yang dikerjakan secara langsung dan berlandaskan pada tujuan
penelitian.”® Suharsimi mengartikan wawancara merupakan dialek
yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh
informasi dari terwawancara (interviewee).>* Tentang hal ini penyusun
melakukan wawancara dengan para tokoh/kyai dan pengurus yayasan
yang mengurusi masalah wakaf.
2. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan
menelusuri dan mempelajari data berupa dokumen. ** Dalam penelitian
ini bisa berupa data berupa catatan harta benda wakaf yang telah sah
diwakafkan, peta geografis tanah wakaf dan berupa dokumen lainnya.
3. Observasi
Metode ini merupakan salah satu metode pengumpulan data
dengan cara melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang diteliti,*

dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap

33 Masri Sangarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survey, (Jakarta: LP3ES,
1982, hlm. 145. Dalam sumber lain disebutkan, Interview adalah suatu bentuk komunikasi
langsung antara peneliti dengan subyek. Lihat Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu
Pendekatan Praktek, him. 205.

3% Suharsimi arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bina Aksara, 1987),
hlm. 131.

35 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, him. 205.

36 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1998), him. 23.
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fenomena yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini mencoba
mengkafer problem perwakafan yang ada di lapangan dalam hal ini di
Yayasan POMESMAWTI dan Yayasan al-Huda.
5. Analisa Data
Analisis data adalah suatu cara yang dipakai untuk menganalisa,
mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat
diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti
dan dibahas. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan
menggunakan cara berfikir metode induksi, yaitu berangkat dari fakta-
fakta atau peristiwa-peristiwa khusus, digunakan sebagai dasar untuk
membuat kesimpulan yang bersifat umum. Di samping metode Induksi
juga digunakan metode deduksi, yaitu menganalisa data berdasarkan
pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum digunakan untuk
mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.>’
Pengolahan dan analisis data-data yang telah diperoleh
mengunakan pengolahan deskriptif analisis. Dengan metode ini berarti
penulis berusaha mengumpulkan data, menyusun, menganalisis serta

menafsirkan data yang sudah terkumpul.*®

7 Penalaran induktif adalah membentuk pengetahuan umum dengan berangkat dari
kejadian-kejadian, fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa khusus. Adapun penalaran deduktif adalah
berfikir dari dalil yang umum dikaitkan dengan peristiwa khusus. Lihat Muhammad Rofangi,
Metodologi Riset, (Yogyakarta: Ideal Offset, 1990), him. 41.

3% Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1009), him. 3.
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G. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini diawali dengan pendahuluan yang tersistem
dalam Bab-I, terdiri dari poin-poin penting berisi panduan sebagai
pengarah apa yang akan dibahas pada bab selanjutnya dalam penulisan
tesis yang meneliti tentang problem perwakafan ini. Poin-poin tersebut
adalah: latar belakang masalah, rumusam masalah, tujuan dan kegunaan,
kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.

Berlanjut kepada Bab-II yang merupakan kumpulan teori yang
penyusun gunakan dalam menyoroti tesis ini. Berisi deskripsi Perwakafan
di Indonesia, yang terbagi dalam dua Sub Bab. Sub Bab Pertama berisi
Deskripsi Perwakafan dalam Islam yang terinci menjadi: Pengertian
Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf, Perubahan
Terhadap harta Benda wakaf. Adapun uraian tentang Perwakafan dalam
Perspektif Hukum di Indonesia hendak dijabarkan di bawah sub bab:
Uraian Sejarah Perwakafan, Perkembangan Wakaf di Indonesia, dan
dalam sub bab Wakaf dalam Sistem Perundang-undangan.

Bab-III, mulai mengarah kepada objek penelitian ini, yakni
mendeskripsikan kecamatan Kemranjen kabupaten Banyumas, deskripsi
yayasan POMESMAWI, dan deskripsi yayasan al-Huda.

Kemudian Bab-IV yang merupakan pembahasan akhir dari
penelitian ini, berusaha memaparkan kondisi perwakafan di lingkungan

yayasan POMESMAWTI dan yayasan al-Huda, kemudian tentang problem
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perwakafan yang dihadapi masing-masing dua yayasan tersebut. Hal
tersebut tertuang dalam sub bab pertama dan kedua. Pada sub bab ketiga
dan keempat dipaparkan upaya yang telah di tempuh dalam menyelesaikan
problem perwakafan di yayasan POMESMAWI, dan upaya yang telah
ditempuh dalam menyelesaikan problem perwakafan di yayasan al-Huda.

Dan Bab-V yang merupakan penutup, terdiri dari dua sub bab, sub
bab pertama adalah kesimpulan dari hasil penelitian ini, dan sub bab ke

dua adalah saran-saran.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Problem perwakafan dalam yayasan POMESMAWI, ada dua macam,
yaitu:

a. Problem pengembangan dan pemberdayaan. Maksudnya adalah adanya
potensi dan peluang pengembangan perwakafan yang cukup besar
pada yayasan POMESMAWI / PPMWI, namun belum dimanfaatkan
sunguh-sungguh. Yayasan POMESMAWI kini menyatu dan tidak
terpisahkan dari PPMWI Kebarongan yang sudah berusia -/+ 132
tahun. Jumlah alumninya cukup besar, mencapai jumlah ribuan. Di
antara mereka tidak sedikit yang sukses di bidang ekonomi. Namun
pengurus PPMWI selama ini kurang optimal dalam menggali dana
termasuk menambah tanah wakaf dari mereka. Wakaf tunai pun belum
pernah diusahakan sungguh-sungguh.

Adapun problem pemberdayaan terhadap tanah wakaf yang sudah
ada juga tidak sedikit kelemahannya. Indikatornya antara lain masih
ada sebagian tanah wakaf yang belum disertifikasikan. Terdapat |ahan-
lahan yang potensial untuk usaha-usaha lain yang lebih produktif
seperti untuk budidaya perikanan, perkebunan, toko dan sebagainya,
ternyata masih dikelola secara konvensional. Adapun problem yang
dihadapi oleh pengurus yayasan al-Huda adalah cukup banyaknya

tanah wakaf yang dipergunakan sebagai lembaga pendidikan (tanah

100
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yang diatasnya berdiri Pondok Pesantren), belum diwakafkan, tanah-
tanah tersebut masih berstatus tanah milik keluarga. Hal tersebut
menyimpan potensi konflik, karena tanah-tanah itu digunakan untuk
lembaga-lembaga pendidikan yang merupakan satu kesatuan, dengan
dijiwai hubungan keluarga. Khususnya bila para pemilik tanah itu
sudah wafat kelak, dan ada di antara anak keturunan mereka berbeda
pendapat atau sikap terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang ada
selama ini. Ha ini bisa merusak citra pondok pesantren, bahkan
mengacaukan serta menggoyahkan eksistensi pondok pesantren.

b. Problem terkait dengan masalah hukum. yaitu perbedasaan pendapat
antara pengurus yayasan POMESMAWI dan pengurus wakafnya di
satu pihak, dan dengan sebagian wakif di lain pihak. Yaitu tentang
boleh tidaknya tanah wakaf dijual, atau ditukar gulingkan dalam
rangka meningkatkan manfaat. Hal itu ternyata menghambat
pengembangan perwakafan dalam yayasan tersebut. Adapun problem
yang bersifat hukum dalam yayasan a-Huda tidak ada sampai
penelitian ini dilakukan.

2. Adapun upaya/usaha pengurus yayasan POMESMAWI dalam rangka
mendapatkan solus atas problematika tersebut masih minim. Yaitu belum
ada penanganan yang memadai. Usaha penambahan wakaf masih lebih
banyak bersifat menunggu dan kurang proaktif. Secara forma dan
sistematis, wakaf tunai juga belum pernah diusahakan. Problem perbedaan

pendapat seperti dikemukakan di atas (item b) pun belum diatasi dengan
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sungguh-sungguh, misalnya mengadakan musyawarah atau duduk
bersama antara pihak pengurus Yayasan POMESMAWI dengan pihak
para wakif/ahli waris mereka, dimana sebenarnya peluang tersebut selalu
terbuka. Tentang usaha antisipasi yang dilakukan pengurus yayasan ini
terhadap berbagai kemungkinan buruk berkenaan dengan banyaknya
tanah-tanah yang dipergunakan bagi kepentingan (asrama dan pondok
pesantren) yang belum diwakafkan, pada kenyataannya hingga saat ini
belum ada upaya yang signifikan.
B. Saran-saran

1. Kepada pengurus yayasan POMESMAWI Kebarongan dan pengurus
yayasan a-Huda Sirau, secara umum disarankan agar berusaha
menuntaskan masalah wakaf, sehingga di kemudian hari tidak timbul
masalah yang merugikan lembagalembaga pendidikan Islam yang
bersangkutan.

2. Kepada pengurus yayasan POMESMAWI yang menyatu dengan PPMWI,
mempunyai aset alumni serta pendukung cukup besar. Tentu tidak sedikit
para aumni yang berhasil di bidang okonomi dan mereka masih
mempunyal  hubungan emosional dengan PPMWI. Alangkah baiknya
apabila ada pendataan serius terhadap alumni dan dijadikan sebagai salah
satu asset donatur / sumber dana sekaligus sumber usaha penambahan
wakaf. Wakaf tunai, kiranya perlu selalu ditawarkan kepada mereka. Dan

dalam hal ini pengurus Y ayasan POMESMAWI perlu lebih proaktif.
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3. Kendala perwakafan terkait masalah hukum yakni perbedaan pendapat
dalam bidang hukum antara pengurus yayasan disatu pihak dan antara
pengirus yayasan dengan wakif / ahli waris wakif di lain pihak, hendaknya
segera diatas melalui jalan musyawarah dan duduk bersama, sosialisasi
tentang pandangan ulama diluar madzhab syafi’i dengan komunikas yang
lebih mengedepankan azas kekeluargaan dengan pendekatan struktural
maupun kultural. Pengurus yayasan POMESMAWI yang relatif memiliki
wawasan lebih luas, hendaknya selalu semangat memberikan pengarahan
secara hijaksana terkait dengan dinamika hukum perwakafan.

4. Kepada pengurus yayasan a-Huda disarankan, untuk mengusahakan
tanah-tanah yang dipergunakan sebagai |lembaga-lembaga pendidikan yang
ada secara permanen, namun belum diwakafkan oleh yang berhak.
Alangkah baiknya tanah-tanah yang masih berstatus hak milik keluarga
tersebut diwakafkan secara resmi kepada yayasan al-Huda. Hal itu penting
untuk mengantisipasi timbulnya masalah negatif / konflik di kemudian
waktu, apabila para pemilik tanah yang belum diwakafkan telah meninggal

dunia.
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